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ABSTRAK

Rina Angriani, Tahun 2018 Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing | Edi Jusriadi dan
Pembimbing Il Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anggaran dan pengeluaran
aktual pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang untuk tahun 2016 sampai
tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan
membandingkan anggaran dengan pengeluaran tahun 2016 sampai tahun 2017
di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. Hasilnya menunjukkan bahwa analisis
komparatif selama dua tahun anggaran, menunjukkan ada ketidakstabilan dalam
realisasi. Penyerapan anggaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal
disebabkan oleh  berbagai faktor seperti tingginya nilai  pagu
anggaran,kuranggnya koordinasi antara pejabat pelaksana teknis kepada
pelaksana kegiatan dan kegiatan non-kinerja.

Kata kunci : Evaluasi, Laporan pertanggungjawaban, Anggaran



ABSTRACT

Rina Angriani, 2018 Evaluation of Accountability Report on the Use of
Budget at the Health Office of Enrekang District. Thesis Accounting Study
Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of
Makassar. Supervised by Advisor | Edi Jusriadi and Advisor Il Ismail Badollahi.

This study aims to analyze the actual budget and expenditure at the
Enrekang District Health Office for 2016 to 2017. The analysis used is
quantitative analysis by comparing the budget with expenditure in 2016 to 2017
at the Enrekang District Health Office. The results show that comparative
analysis over the two budget years shows that there is instability in realization.
Absorption of the budget cannot be implemented optimally due to various factors
such as the high value of the budget ceiling, the lack of coordination between the
technical implementing officials and the executors of non-performance activities
and activities. Absorption of the budget cannot be implemented optimally due to
various factors such as the high value of the budget ceiling, the lack of
coordination between the technical implementing officials and the executors of
non-performance activities and activities.

Keywords: Evaluation, Accountability Report, Budget
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu organisasi besar, seperti pemerintah daerah dapat dianggap
sebagai pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban besar
tersebut dapat dipecah-pecah lagi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban
yang lebih kecil hingga pada level pelayanan atau program, misalnya dinas-
dinas dan subdinas-subdinas. Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut
biasanya disebut dengan istilah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). SKPD
kemudian menjadi dasar perencanaan dan pengendalian anggaran serta
penilaian kinerja pada unit yang bersangkutan. Pusat pertanggungjawaban
memperoleh sumber daya input berupa tenaga kerja, material dan sebagainya
dan dengan input tersebut diharapkan dapat menghasilkan output dalam
bentuk barang atau pelayanan pada tingkat kualitas dan kuantitas tertentu.

Perencanaan dan penganggaran yang baik diartikan sebagai fungsi
utama dalam manajemen pembangunan. Dengan proses perencanaan dan
penganggaran yang baik kegiatan pembangunan dapat dirumuskan secara
efisien dan efektif dengan harapan untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil
yang optimal dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk pencapaian hasil yang optimal
tersebut sangat diperlukan sebuah laporan yang mampu memberikan suatu
informasi kejadian dan peristiwa yang disusun secara sistematis dalam suatu
periode tertentu yang berisikan data-databaik data yang bersifat kuantitatif

maupun yang bersifat kualitatif. Sehingga dengan adanya data tersebut



mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan, kontrol, dan evaluasi dari
penganggaran yang telah direncanakan bersama dan sudah tentu dengan
harapan untuk pencapaian tujuan yang sesuai dan tepat sasaran oleh suatu
organisasi, perusahaan dan instansi tertentu.

Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun
berdasarkan program-program yang telah disahkan. Anggaran merupakan
rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara
kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu
tertentu. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi,
anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen.

Anggaran merupakan salah satu alat bantu bagi perbendaharaan suatu
instansi untuk merencanakan langkah-langkah finansial penting serta
menentukan kebijakan instansi dimasa depan dalam periode tertentu. Hal
tersebut sejalan dengan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang
yang merupakan salah satu aspek penting dalam merencanakan keputusan
yang akan diambil oleh bendaharawan, sehingga apabila terjadi kekeliruan
atau ketidaktepatan dalam merencanakan atau melaksanakan anggaran
dapat berakibat buruk pada instansi. Ketidaktepatan atau adanya selisih
antara anggaran dan realisasinya juga terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten
Enrekang.

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses
penetapan peran (role setting)dalam usaha pencapaian sasaran instansi.
Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang akan berperan
dalam melaksanakan sebagian aktivitas. Dalam pencapaian sasaran

perusahaan, ditetapkan pula sumber daya yang disediakan bagi pemegang



peran untuk memungkinkan perbendaharaan berperan dalam usaha
pencapaian sasaran perusahaan tersebut diukur dengan satuan moneter
standar berupa informasi akuntansi. Oleh karena itu, penyusunan anggaran
hanya mungkin dilakukan  jika  tersedia informasi akuntansi
pertanggungjawaban yang mengukur berbagai nilai sumber daya yang
disediakan bagi setiap bendahara yang berperan dalam usaha pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran. Dengan demikian,
anggaran berisi informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mengukur nilai
sumber daya yang disediakan selama tahun anggaran bagi bendahara yang
diberi peran untuk mencapai sasaran perusahaan. Dalam proses penyusunan
anggaran, informasi akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat
pengirim peran (role sending device) kepada bendahara yang diberi peran
dalam pencapaian sasaran instansi.

Anggaran dapat menjadi alat pengendalian bendahara instansi,
pengendalian tersebut meliputi kegiatan untuk membandingkan hasil aktual
(realisasi) dengan rencana yang dianggarkan serta mengambil tindakan
koreksi atau umpan balik. Sehingga apabila terjadi perbedaan antara realisasi
dengan dana yang dianggarkan dapat diketahui perbedaan tersebut masih
dalam batas-batas pengendalian perbendaharaan atau tidak. Jika diluar
pengendalian perbendaharaan maka harus dicari penyebab-penyebab agar
dapat diambil tindakan korektif untuk menyeimbangkan antara realisasi dan
anggaran.

Fenomena yang terjadi pada penggunaan anggaran di Pemerintah
Kabupaten Enrekang ternyata masih lemah, terlihat dari pola penyerapan

anggaran yang masih cenderung menumpuk diakhir tahun anggaran.



Sejumlah SKPD tidak mampu merealisasikan pekerjaannya sesuai target
yang ditetapkan. Ini membuktikan beberapa kinerja SKPD Kabupaten
Enrekang dinilai buruk. Faktor-faktor ini disebabkan karena pengelolaan yang
tidak hati-hati, adanya pemborosan atas biaya yang tidak perlu, penggunaan
sumber daya yang tidak memadai serta pencapaian target dan kebijakan yang
tidak tepat. Akibatnya banyak program SKPD yang tidak diselesaikan dengan
baik. Lemahnya perencanaan kegiatan akibat para satuan kerja yang kurang
siap dalam menyusun rencana anggaran, pelaksanaan kegiatan banyak yang
tertunda dari jadwal, dan penyerapan anggaran pun tidak optimal. Kinerja
SKPD dapat dilihat dari seberapa mampu mencapai target dan presentase
fisik dan keuangan program/kegiatan.

Berikut ini merupakan data laporan realisasi anggaran pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Enrekang tahun 2016 — 2017 :

Tabel 1 Jumlah anggaran dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten
Enrekang pada tahun 2016

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase
TW I 63.148.920.220 1.415.697.352 2,24%
TWII 65.668.227.220 9.420.357.132 14,34%
TWIII 65.668.227.220 20.417.643.177 32 %
TW IV 66.135.912.239 55.696.933.693 84,2%
Jumlah 260.621.286.899 86.950.631.354 34 %

Berdasarkan data pada tabel 1 anggaran sebesar Rp 260.621.286.899
dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 86.950.631.354 atau sebesar
34%. Masih ada penyerapan anggaran yang masih tidak terlaksana secara
maksimal karena berbagai alasan, seperti tidak terlaksananya kegiatan,

tingginya nilai pagu anggaran sehingga kurang maksimalnya pencapaian



anggaran pada akhir tahun serta secara langsung akan berpengaruh terhadap
laporan realisasi anggaran.

Tabel 2 Jumlah anggaran dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten
Enrekang pada tahun 2017

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
TW I 45.534.196.312 1.064.091.600 2,33%
TWII 45.534.196.312 8.154.241.796 18 %
TW I 45.534.196.312 10.260.806.329 23%
TW IV 45.534.196.312 39.777.081.661 87,3 %
Jumlah | 182.136.785.248 | 59.256.221.386 33 %

Berdasarkan data pada tabel 2 anggaran sebesar Rp 182.136.785.248
dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 59.256.221.386 atau sebesar
33%. Masih ada penyerapan anggaran yang masih tidak terlaksana secara
maksimal karena berbagai alasan, seperti tidak terlaksananya kegiatan,
tingginya nilai pagu anggaran sehingga kurang maksimalnya pencapaian
anggaran pada akhir tahun serta secara langsung akan berpengaruh terhadap
laporan realisasi anggaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas. Maka penulis tertarik
melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Enrekang”



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana hasil evaluasi laporan
pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Enrekang?”

C. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui apakah di dalam laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang sudah

sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan
sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika
lainnya khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dalam rangka
mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perekembangan dan kemajuan

dunia pendidikan

2. Manfaat Praktis
Menambah wawasan bagi penulis, sebagai masukan yang membangun
guna meningkatkan kualitas pendidikan yang ada, dan sebagai masukan

pada instansi dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi
1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Evaluation.
Secara umum, pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk
menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah
dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar
tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta
bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan
harapan-harapan yang ingin diperoleh. Dalam pengertian yang lain,
evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau
membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai.

Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang
didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang
selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang
dievaluasi. Sebagai contoh evaluasi proyek, kriterianya adalah tujuan dan
pembangunan proyek tersebut, apakah tercapai atau tidak, apakah sesuai
dengan rencana atau tidak, jika tidak mengapa terjadi demikian, dan
langkah-langkah apa yang perlu ditempuh selanjutnya. Hasil dari kegiatan
evaluasi adalah bersifat kualitatif. Menurut Larry, 2006 (dalam Suwandi,
2017) evaluasi atau penilaian kinerja adalah proses mencatat dan

mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian isi



(mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa
produk, jasa, ataupun suatu proses.

Menurut Whittaker, 2006 (dalam Suwandi 2017) evaluasi atau
penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Menurut
Robertsoon, 2002 (dalam Hidayat, 2015) penilaian kinerja atau evaluasi
adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan
sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas :
efisensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa,
kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan
kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil
kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas
tindakan dalam mencapai tujuan.

Menurut Wahyudi (2012:101) evaluasi adalah suatu evaluasi yang
dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja atau
jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya.
Menurut Wirawan, dalam buku Abdulloh (2014:5) menyatakan bahwa
evaluasi atau penilaian kinerja adalah sebuah proses penilaian oleh penilai
(pejabat) yang melakukan penilaian (apparasial) mengumpulkan informasi
mengenai kinerja ternilai (pegawai) yang dinilai (apparaise) yang
didokumentasikan secara formal untuk menilai kinerja ternilai dengan
membandingkan standar kinerjanya secara periodik untuk membantu
pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia.

Kesuksesan organisasi akan digunakan untuk mendapatkan

legitimasi dan dukungan publik dalam konteks organisasi sektor publik.



Masyrakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui
kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif
murah dan berkualitas. Menurut Mahsun,2006 (dalam Hidayat,2015) pada
organisasi sector publik, pengukuran keberhasilannya lebih kompleks,
karena hal-hal yang dapat diukur lebih beraneka ragam dan kadang-
kadang besifat abstrak sehingga pengukuran tidak dapat dilakukan hanya
dengan menggunakan satu variabel saja. Dengan kata lain tidaklah mudah
melakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik terutama pure
non profit seperti pemerintah, khusus untuk organisasi pemerintah, selama
ini pengukuran keberhasilannya dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya sulit dilakukan secara objektif.

Selama ini pengukuran kinerja instansi pemerintah, lebih ditekankan
pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran.Dengan
kata lain, suatu instansi akan dinyatakan berhasil jika dapat menyerap
100% (seratus persen) anggaran pemerintah, meskipun hasil serta dampak
yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh
dibawah standar (ukuran mutu). Pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir
melainkan merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisen
dan terjadi peningkatan kinerja. Hasil dari evaluasi akan memberitahu kita
apa yang telah terjadi bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus
dilakukan.

. Tujuan Evaluasi

Menurut Badriyah (2015) penilaian kinerja/evaluasi dapat digunakan

untuk berbagai tujuan. Secara garis besar, tujuan utama penilaian kinerja

adalah sebagai berikut :
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a. Evaluasi terhadap tujuan organisasi
1. Feedback pada pekerjaan untuk mengetahui posisi mereka
2. Pengembangan data yang valid untuk pembayaran upah atau
bonus dan keputusan promosi serta menyediakan media
komunikasi untuk keputusan tersebut
3. Membantu manajemen untuk membuat keputusan pemberhentian
sementara atau PHK dengan memberikan peringatan kepada
pekerja tentang kinerja kerja mereka yang tidak memuaskan
b. Pengembangan tujuan organisasi
1. Pelatihan dan bimbingan pekerjaan dalam rangka memperbaiki
kinerja dan pengembangan potensi pada masa yang akan datang
2. Mengembangkan  komitmen  organisasi melalui  diskusi
kesempatan karir dan perencanaan karir

3. Memotivasi pekerja

3. Tahapan-tahapan evaluasi yang sifathya umum digunakan :

a. Menentukan apa yang akan dievaluasi. Dalam bidang apapun, apa
saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program
kerja. Di sana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat
dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk
dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi key-success factors-nya

b. Merancang (desain) kegiatan evaluasi. Sebelum evaluasi dilakukan,
harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa
saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui,
siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan

menjadi jelas.
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c. Pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan,
pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu
sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan.

d. Pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut
diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan
menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat
menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan
antara Fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar
gap akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil
evaluasinya.

e. Pelaporan hasil evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfatkan bagi
pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi

didokumentasikan secara tertulis.

B. Laporan Pertanggungjawaban
1. Pengertian Laporan Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban adalah suatu dokumen tertulis yang
disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan
dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau
sederajat. Laporan pertanggungjawaban berguna sebagai bahan evaluasi
terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dapat
dicapai dari kegiatan tersebut, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai
bahan pertimbangan bagi perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas

pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.
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Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan adalah penyampaian
laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip tepat
waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang
telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam undang-undang
No.17 tahun 2003 tentang keuangan daerah yang mensyaratkan bentuk
dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan
belanja Negara atau anggaran pendapatan belanja daerah(APBN/APBD)
disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntasi pemerintah yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Penerbitan pedoman standar akuntansi pemerintahan (PSAP)
merupakan awal masing-masing pihak untuk bersama-sama mewujudkan
good governance melalui penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP)
dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksaaan APBN/APBD
oleh semua instansi pemerintah penggunaan anggaran baik dipusat
maupun di daerah. Selama ini terdapat beberapa peraturan yang
digunakan sebaga rujukan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan
keuangan. Ketidakseragaman ini akan membuat perbedaan dalam
penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Kondisi demikian
membuat laporan keuangan pemerintah daerah tidak akan dapat
memenuhi keterbandingan baik secara internal maupun eksternal. Padahal
karakteristik kualitatif laporan keunangan seperti yang disampaikan kepada
kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang baru ini adalah dapat

dibandingkan.
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Pasal 32 ayat (1) UU 17 tahun 2003 menyatakan bahwa bentuk dan
isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan
disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan
pasal 184 ayat (2) dan (3) UU 32 tahun 2004 intinya menyatakan bahwa
laporan keuangan pemerintah derah disusun dan disajikan sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan yang dietapkan dengan peraturan
pemerintah.

Berdasarkan dua pasal tersebut diatas maka jelaslah pentingnya
diterapkan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaksanaan
penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah. Hal ini direspon
pemerintah dengan diterbitkannya peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005
tentang standar akuntansi pemerintahan.

. Peranan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan
oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penerapan
standar ini menjadi sangat pentingbagi entitas pelaporan dan membantu
menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap
entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya
yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan
secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Berikut
peranan pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan

adalah sebagai berikut:
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a. Akuntanbilitas
Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.

b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan
fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atau seluruh
asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan
masyarakat.

c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakt berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki
hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban entitas pemerintah dalam pengelolaan sumber
daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang-undangan

d. Keseimbangan antaragenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan
pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh
pengeluaran yang dialokasikan dan menentukan apakah generasi
yang akan dating diasumsikan akan ikut menanggung beban

pengeluaran tersebut
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3. Tujuan Laporan Keuangan
Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi-
informasi yang bermanfaat bagi para penggunaan dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial,
maupun politik dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai kecukupa penerimaan periode
berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh
sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang
telah dicapai.

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan
mendanai seluruh kegiatannya dan mencakupi kebutuhan kasnya.

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi
entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,
baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang dari
pungutan pajak dan pinjaman.

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas
pelaporan, apakah mengalami, apakah mengalami kenaikan atau
penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode
pelaporan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas
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pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi
para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan
pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk
pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :
a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
b. kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
d. Menyediakan informasi sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya ekonomi
e. Menyediakan informasi ketaatan realisasi terhadap anggarannya
f. Menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya
Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang
menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui
untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua
yaitu: basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual basis
of accounting).
Akuntansi berbasis kas yaitu transaksi ekonomi dan kejadian lain

yang diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah (kas umum negara/kas
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umum daerah) atau dibayarkan dari kas pemerintah (kas umum negara/kas
umum daerah). Sedangkan akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis
akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan
dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan
keaungan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas
atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Contoh transaksi yang
membedakan basis kas dan basis akrual adalah dalam peristiwa pada
saat pemerintah meneribitkan surat keputusan penetapan pajak(SKPP).
Dalam basis kas, saat terbitnya SKPP tersebut belum diakui sebagai
pendapatan, karena pemerintah belum menerima kas. Namun, dalam basis
akrual, terbitnya SKPP tersebut oleh pemerintah sudah diakui sebagai
pendapatan, walaupun pemerintah belum menerima kas atau pendapatan
pajak tersebut.

Sesuai undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan
Negara dan undang-undang no. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara
penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja Negara
paling lambat tahun anggaran 2008.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan
oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan
keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi
pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang

telah ditetapkan.
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Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun. Penyajian laporan keuangan sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD diwajibkan untuk setiap
periode tahun anggaran APBN/APBD, dimana dalam masa satu tahun
anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai tanggal 31 desember.
Dengan demikian, periode pelaporan keuangan tahunan adalah per 31
desember untuk neraca, dan untuk tahun yang berakhir 31 desember untuk
laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan arus kas (LAK).

Tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan
tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih
pendek dari satu tahun dapat terjadi pada situasi tertentu, misalnya
sehubung dengan adanya perubahan tahun anggaran. Contoh selanjutnya
adalah dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual, suatu
entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi
yang berada dalam entitas pelaporan utnuk memungkinkan penyususnan
laporan keuangan konsolidasi. Dalam kondisi seperti itu entitas pelaporan
harus mengungkapkan informasi mengenai alas an penggunaan periode
pelaporan tidak satu tahun, dan fakta bahwa jumlah-jumlah komproraif
untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak
dapat diperbandingkan.

Selain laporan keuangan tahunan, setiap entitas pelaporan juga
diwajibkan menyusun laporan keuangan intern, yaitu setidak-tidaknya
setiap semester sebagaimana disyaratkan dalam peraturan pemeritah
nomor 20 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja anggaran

kementrian Negara/lembaga dan peraturan pemerintah nomor 8 tahun
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2006 tentang pelaporan keuangan kinerja intansi pemerintah. Dalam
rangka pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas baik pemerintah pusat,
kementrian Negara/lembaga, pemerintah daerah, dan satuan kerja di
tingkat pemerintah pusat atau daerah wajib menyampaikan laporan
pertangggungjawaban berupa laporan keuangan. Sesuai dengan undang-
undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan UU No. 1 tahun
2004 tentang perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah
pokok setidak-tidaknya terdiri dari :
1. Laporan Realisasi APBN
Laporan realisasi APBN mengungkap berbagai kegiatan keuangan
pemerintah untuk satu periode yang menunjukkan ketaatan terhadap
ketentuan perundang-undangan melalui penyajian ikhtisar sumber,
alokasi dan penggunaan sumber daya yang dikelolanya. Laporan
realisasi anggaran akan memberikan informasi mengenai
keseimbangan antara anggaran pendapatan, anggaran belanja dan
pembiayaan dengan realisasinya. Unsur yang dicakup secara
langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari Pendapatan
(LRA), Belanja, Transfer, dan Pembiayaan (financing). Selain itu juga
disertai informasi tambahan yang berisi hal-hal yang mempengaruhi
pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiscal dan moneter, sebab-
sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan
realisasinya, dan daftar yang memuat rincian lebih lanjut mengenai

angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
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2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai asset baik lancar maupun tidak lancar, kewajiban jangka
pendek maupun kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana pada
tanggal tertentu. Neraca tingkat Pemerintah Pusat merupakan
konsolidasi dari neraca tingkat Kementerian/Lembaga. Dalam neraca
tersebut harus diungkapkan semua pos asset dan kewajiban yang
didalamnya termasuk jumlah yang diharapkan akan diterima dan
dibayar dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan
dan jumlah uang yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam
waktu dua belas bulan.
4. Laporan Operasional
Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi
yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh
pemerintah pusat/ daerah untuk kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup
secara langsung dalam Laporan Operasional, terdiri dari Pendapatan
(LO), Beban, Transfer, dan Pos-pos Luar Biasa.
5. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan

aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, dana cadangan,



21

pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo
awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah
selama periode tertentu. Laporan arus kas ditujukan untuk
memberikan informasi mengenai arus masuk dan ke keluar kas dari
pemerintah dalam suatu periode laporan. Laporan Arus Kas diperlukan
untuk memberi informasi kepada para pengguna laporan untuk menilai
pengaruh dari aktivitas-aktivitas tersebut terhadap posisi kas
pemerintah. Disamping itu, informasi tersebut juga dapat digunakan
untuk mengevaluasi hubungan antara aktivitas operasi, investasi,
pembiayaan, dan non anggaran.
Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang
kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan
informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan
yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan

secara wajar.
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Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas
laporan keuangan disajikan oleh setiap entitas pelaporan. Hal ini berarti
setiap gubernur/ bupati/walikota wajib menyusun dan menyajikan keempat
laporan keuangan diatas. Sedangkan laporan arus kas hanya disajikan oleh
unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (bendahara umum
Negara/kuasa bendahara umum Negara dan bendahara umum daerah/
kuasa umum daerah). Dengan demikian kepala SKPD sebagai entitas
akuntansi tidak menyusun dan menyajikan laporan arus kas.

Disamping menyajikan laporan keuangan pokok, suatu entitas
pelaporan keuangan diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan
berbasis akrual dan laporan perubahan ekuitas. Laporan kinerja keuangan
adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban serta surplus/deficit
selama satu periode yang disusun berdasarkan berbasis akrual. Laporan
perubahan ekuitas adalahlaporan yang menyajikan mutasi atau perubahan

saldo ekuitas dana pemerintah selama satu periode.

C. Anggaran

Anggaran merupakan suatu alat bantu perencanaan dan pengawasan
operasi keuntungan dalam suatu perusahaan. Anggaran juga merupakan
suatu perencanaan yang terperinci untuk setiap kegiatan atau aktivitas
perusahaan yang dapat digunakan dalam menunjang efektivitas
pengendalian.

Setiap aktivitas perusahaan dalam menjalankan usahanya mempunyai
suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-

citakan. Rencana-rencana tersebut disusun secara matang yang nantinya
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akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan kegiatan
usahanya. Rencana-rencana perusahaan untuk melaksanakan kegiatan
usahanya perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk
anggaran.

Anggaran organisasi perusahaan merupakan pedoman bagi segala
tindakan yang akan dilaksanakan dan di dalam anggaran disajikan rencana
penerimaan dan pengeluaran dalam satuan rupiah, yang disusun menurut
klasifikasinya secara sistematis. Jumlah penerimaan dan pengeluaran yang
diharapkan dapat dicapai dalam tahun anggaran tertentu, pada hakikatnya
menggambarkan Kkegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para
manajer atau pimpinan perusahaan bersama karyawannya. Anggaran ini
akan digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat
perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan.

Pengertian anggaran organisasi perusahaan dan anggaran pemerintah
sebenarnya tidak jauh berbeda, baik dalam proses penyusunan maupun
dalam tujuannya. Demikian pula dalam hal penerimaan dan pengeluaran,
baik anggaran organisasi perusahaan atau anggaran pemerintah keduanya
mempunyai tujuan yang sama yaitu merencanakan dan mengatur berapa
rupiah uang akan dikeluarkan atau didapat dalam periode satu tahun
anggaran sehingga dapat lebih terkendali.

Menurut Nafarin (2013) anggaran yaitu rencana tertulis mengenai
kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat
juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Menurut Sasongko dan Parulian
(2015) berpendapat bahwa anggaran adalah rencana kegiatan yang akan

dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara
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kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah
produk dan harga jualnya untuk tahun depan.

Menurut Suharsimi (2012) anggaran yaitu suatu rencana yang disusun
secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang
dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga unit kesatuan moneter
yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh para
ahli, maka dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran merupakan suatu
rencana yang menggambarkan rangkaian atau kegiatan tindakan dan
disusun secara sistematis yang meliputi segala kegiatan perusahaan yang
dinyatakan dalam unit (satuan) moneter yang berlaku untuk jangka waktu
(periode) tertentu di waktu yang akan datang.

Menurut Mardiasmo (2013) beberapa fungsi anggaran dalam
manajemen sector publik sebagai berikut :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan

2. Anggaran sebagai alat pengendalian

3. Anggaran sebagai alat kebijakan

4. Anggaran sebagai alat politik

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat dianggap sebagai sistem yang otonom karena
mempunyai sasaran serta cara-cara kerja tersendiri dan berbeda dengan
sasaran serta tata kerja sistem di perusahaan, tetapi dapat dianggap

sebagai subsistem, yaitu bagian dari sistem yang lebih besar. Anggaran
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yang disusun melibatkan semua pihak pada tingkatan manajemen dalam
penyusunan programnya. Penyusunan anggaran ini dilakukan bersama,
mulai dari pimpinan beserta staff keuangan dalam instansi tersebut.
Sehingga manajemen menetapkan bahwa anggaran yang telah disahkan
merupakan suatu komitmen atau kesanggupan untuk melaksanakan
rencana yang telah dianggarkan demi menjalankan operasional instansi.
Biasanya sebuah dinas instansi menggunakan beberapa dasar penyusunan
perencanaan anggaran yaitu :
a. Anggaran Tahun Lalu
Salah satu pertimbangan di dalam penyusunan anggaran tahun yang
akan datang adalah anggaran tahun-tahun yang sudah lewat.
b. Realisasi Tahun Berjalan
Realisasi tahun berjalan merupakan hal yang paling penting diperhatikan
dalam menyusun anggaran, karena angka-angka dalam realisasi
merupakan data yang akurat.
c. Ramalan yang Akan Datang
Ramalan yang dimaksud adalah hal-hal yang kemungkinan akan terjadi
pada masa yang akan datang yang disesuaikan, sehingga anggaran yang

disusun nantinya mendekati realisasi yang diinginkan.

Adapun tujuan penyusunan anggaran adalah :

a. Untuk menyatakan harapan/sasaran perusahaan secara jelas dan formal,
sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap
apa yang hendak dicapai manajemen.

b. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak

terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan.
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c. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud

mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi

individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.

d. Untuk mengkoordinasikan cara/metode yang akan ditempuh dalam

rangka memaksimalkan sumber daya.

e. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu

dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu-

tidaknya tindakan koreksi.

Berikut ini diuraikan perbedaan karakteristik anggaran dengan prakiraan

(forecast). Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut :

a.

Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain
keuangan

Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun

Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti
bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk
mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran

Usulan anggaran di-review dan disetujui oleh pihak yang berwenang
lebih tinggi dari penyusunan anggaran

Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi
tertentu

Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan

dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan
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Prakiraan memiliki karakteristik sebagai berikut :

a.

Prakiraan dapat dinyatakan dalam satuan keuangan atau dalam
satuan selain keuangan

Prakiraan dapat mencakup berbagai macam jangka waktu
Penyusunan prakiraan tidak bertanggung jawab untuk mencapai hasil
yang diperkirakan

Prakiraan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki
wewenang yang lebih tinggi

Prakiraan akan selalu dimutakhirkan jika informasi baru menunjukkan
perubahan kondisi

Penyimpangan dari yang diprakirakan tidak dianalisis secara formal
atau secara penyusunan prakiraan melakukan analisis terhadap

penyimpangan

D. Tinjauan Empiris

Adapun yang menjadi landasan penelitian terdahulu dalam penelitian

ini adalah sebagaiman hasil penelitian yang dilakukan dibawah ini, yakni

oleh :

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2013) tentang “Evaluasi

Konsistensi Perencanaan dan Penerapan Anggaran Kinerja Pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Kutai Timur’. Metode analisis dalam penelitian ini

menggunakan analisis deskriptif. Dimana hasil penelitian menunjukan bahwa

dalam dokumen perencanaan, Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ daftar

pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2011 inkonsisten dengan Renstra Dinas

Kesehatan 2011-2015 karena program yang dilaksanakan pada dokumen
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RKA/DPA tidak mengikuti sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten
Kutai Timur.

Penelitian yang dilakukan Bambang Pamungkas (2014) tentang
“Evaluasi Implementasi Anggaran Sebagai Sarana Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD”. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis
deskriptif. Dimana hasil penelitinnya yaitu dalam penyampaian pembuatan
anggaran belanja yang dilaksanakan tepat waktu masih mempunyai
beberapa hambatan yaitu luas wilayah, jumlah kegiatan, SDM, data base
yang kurang valid dan system aplikasi anggaran yang sering berubah.

Penelitian yang dilakukan Riswan Yudhi Fahrita dan Viani Carolina
(2013) tentang “Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas”. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis
deskriptif. Hasil penelitian yaitu Dinas Pendidika Kabupaten Kapuas telah
efisien dalam menggunakan dan mengelola anggaran belanja atau dengan
kata lain tidak ada realisasi anggaran belanja yang melebihi dari anggaran
belanja yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan Intihanah dan Sulvariani Tamburaka (2017)
“Evaluasi Sistem Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari. Metode
analisis yang digunaka yaitu analisis deskriptif. Dengan hasil penelitian
prosedur dan pelaporan keuangan daerah telah sesuai dengan Permendagri
No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Dimana bendahara penerimaan telah melakukan penatahusahaan

menggunakan surat tanda setoran (STS) yang telah diotorisasi oleh pihak
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bank dan berdasarkan STS tersebut bendahara penerimaan membuat
laporan penerimaan secara administratif.

Penelitian yang dilakukan Eni Parayanti (2015) tentang “ Evaluasi
Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Metode analsis yang
digunakan vyaitu analisis deskriptif, dengan hasil penelitian pengelolaan
keuangan Dinas Kesehatan seperti struktur organisasi, perencanaan,
pelaksanaan, pencatatan/pembukuan, klasifikasi, kebijakan akuntansi dan
pelaporan dalam hal belanja sudah sesuai dengan peraturan Mentri dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun
2010.

“Abdul Latif” (2014) tentang “Pengaruh Partisipasi Anggaran,
Kejelasan Tujuan dan Evaluasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah
Kabupaten Gorontalo”. Metode analisis yang digunakan analisis berganda.
Hasil penelitan partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja
aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan
keikutsertaan aparat dalam melakukan usulan kegiatan dari masyarakat,
usulan SKPD, melaksanakan penyusunan anggaran dengan sungguh-
sungguh, penanganan penyusunan anggaran, kebijakan umum anggaran
dan hasil program kegiatan penyusunan anggaran. Kejelasan tujuan
anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah
Kabupaten Gorontalo sesuai dengan kejelasan atas percepatan
pelaksanaan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan

APBD, memuaskan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan APBD, besarnya
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anggaran yang dikelola, keterbatasn sumber daya dan hasil kegiatan yang
dicapai.

Penelitian yang dilakukan Santi Suarsih dan Deni Kurniadi ( 2017)
tentang “ Analisis Kebijakan Dana Desa Untuk Pembangunan Kesehatan di
Kabupaten Malinau dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan”. Metode
analisis yang digunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian kebijakan dana
desa telah dijalankan di Kabupaten Malinau, akan tetapi pelaksanaannya
untuk pembangunan kesehatan masih belum optimal. Hal ini disebabkan
oleh beberapa hal, yaitu : 1) kondisi geografis, faktor ekonomi, sosial dan
budaya serta status desa memengaruhi perspektif masyarakat dalam
melaksanakan proses pembangunan kesehatan, 2) pemanfaatan danadesa
untuk pembangunan kesehatan masih rendah, 3) tidak adanya petunjuk
teknis mengenai pelaksanaan pembangunan kesehatan di desa
menyebabkan ketimpangan pembangunan kesehatan di beberapa desa di
Kabupaten Malinau.

Penelitian yang dilakukan Taufik Kurohman (2013) tentang “ Evaluasi
Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis
Value For Money di Kabupaten Jawa Timur’. Metode analsis yang
digunakan yaitu uji beda. Hasil penelitian pemerintah daerah lebih ekonomis
dan efisien dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan
anggaran berbasis kinerja.

Peneltian yang dilakukan Bastyo Cesna Ernanto (2015) tentang
"Pelaksanaan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai
Pengendalian Biaya (Studi Kasus di URKEU AKPOL Semarang). Metode

analisis yang digunakan analisis deskriptif. Dengan hasil penelitian
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penerapan akuntansi pertanggungjawaban cukup baik. Tolok ukut yang
digunakan untuk mengevaluasi pengendalian biaya adalah membandingkan
antara anggaran biaya dan realisasi biaya.

Penelitian yang dilakukan Nisrinah Laila Qadriyanti (2013) tentang
“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntansi
Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial. Metode analisis yang
digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya yaitu
partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap Kkinerja
manajerial, sedangkan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh

terhadap kinerja manajerial
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Matriks Penelitian Terdahulu

NO Nama Judul penelitian Metode Hasil penelitian
peneliti/Ta Analisis

hun

1 Muliyadi Evaluasi deskriptif Hasil penelitian menunjukan

(2013) Konsistensi bahwa dalam dokumen
Perencanaan dan perencaan, Rencana Kerja
Penerapan Anggaran (RKA) / daftar
Anggaran Kinerja pelaksaan anggaran (DPA)
pada Dinas tahun 2011 inkonsisten
Kesehatan Kab dengan Renstra Dinas
Kutai Timur Kesehatan 2011-2015

karena  program  yang
dilaksanakan pada
dokumen RKA/DPA tidak
mengikuti sasaran Renstra
dinas Kesehatan
Kabupaten Kutai Timur.

2 Bambang Evaluasi deskriptif Dalam penyampaian
Pamungkas | Implementasi pembuatan anggaran
(2014) Anggaran belanja yang dilaksanakan

Sebagai Sarana tepat  waktu masih

Pertanggungjawa mempunyai beberapa

ban Pelaksanaan hambatan yaitu luas

APBD wilayah,jumlah kegiatan,
SDM, data base yang
kurang valid dan sistem
aplikasi anggaran yang
sering berubah.

3 Riswan Analisis Efisiensi | deskriptif Dinas Pendidikan
Yudhi Anggaran Belanja Kabupaten Kapuas telah
Fahrianta Dinas Pendidikan efisien dalam menggunakan
dan  Viani | Kabupaten dan mengelola anggaran
Carolina Kapuas belanja atau dengan kata
(2013) lain tidak ada realisasi

anggaran belanja yang
melebihi  dari anggaran
belanja yang telah

ditetapkan.
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Intihanah Evaluasi Sistem | deskriptif Prosedur dan pelaporan
dan Penatausahaan keuangandaerah telah
Sulvariani Penerimaan sesuai dengan Permendagri
Tamburaka | Keuangan No. 21 Tahun 2011 tentang
(2017) Daerah Badan pedoman pengelolaan
Pengelolaan keuangan daerah. Dimana
Keuangan dan bendahara penerimaan
Aset Daerah telah melakukan
(BPKAD) Kota penatausahaan
Kendari menggunakan surat tanda
setoran (STS) yang telah
diotorisasi oleh pihak bank
dan  berdasarkan STS
tersebut bendahara
penerimaan membuat
laporan penerimaan secara
administratif.
Eni Evaluasi Sistem | deskriptif Pengelolaan keuangan
Parayanti dan Prosedur Dinas Kesehatan seperti
(2015) Akuntansi Belanja struktur organisasi,
Pada Satuan perencanaan,

Kerja Perangkat
Daerah Dinas
Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Utara

pelaksanaan,pencatatan/pe
mbukuan,
klasifikasi,kebijakan
akuntansi dan pelaporan
dalam hal belanja sudah
sesuai dengan Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 dan
Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010.
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Abdul
(2014)

Latif

Pengaruh
Partisipasi
Anggaran,
Kejelasan Tujuan
Dan Evaluasi
Terhadap Kinerja
Aparat
Pemerintah
Kabupaten
Gorontalo

Analisis
berganda

Partisipasi
berpengaruh
terhadap kinerja
Pemerintah
Kabupaten Gorontalo
sesuai dengan
keikutsertaan aparat dalam
melakukan usulan kegiatan
dari masyarakat, usulan
SKPD, melaksanakan
penyusunan anggaran
dengan sungguh-sungguh,
penanganan  penyusunan
anggaran, kebijakan umum
anggaran dan hasil program
kegiatan penyusunan
anggaran. Kejelasan tujuan
anggaran berpengaruh
signifikan terhadap kinerja
aparat Pemerintah Daerah
Kabupaten Gorontalo
sesuai dengan kejelasan
atas percepatan
pelaksanaan program
kegiatan, pelaksanaan
kegiatan yang ditetapkan
APBD, memuaskan
masyarakat atas
pelaksanaan kegiatan
APBD, besarnya anggaran
yang dikelola, keterbatasn
sumber daya dan hasil
kegiatan yang dicapai.

anggaran
signifikan
aparat
Daerah

Santi
Suarsih dan
Deni
Kurniadi
(2017)

Analisis

Kebijakan Dana
Desa untuk
Pembangunan
Kesehatan di
Kabupaten
Malinau dengan
Pendekatan
Segitiga
Kebijakan

deskriptif

Kebijakan dana desa telah
dijalankan di Kabupaten
Malinau, akan tetapi
pelaksanaannya untuk
pembangunan  kesehatan
masih belum optimal. Hal ini
disebabkan oleh beberapa
hal, vyaitu : 1) kondisi
geografis, faktor ekonomi,
sosial dan budaya serta
status desa memengaruhi
perspektif masyarakat
dalam melaksanakan
proses pembangunan
kesehatan, 2) pemanfaatan
danadesa untuk
pembangunan kesehatan
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masih rendah, 3) tidak
adanya petunjuk teknis
mengenai pelaksanaan
pembangunan kesehatan di
desa menyebabkan
ketimpangan pembangunan
kesehatan di  beberapa

desa di Kabupaten Malinau

8 | Taufik Evaluasi Uji beda Pemerintah daerah lebih
Kurrohman | Penganggaran ekonomis dan efisien dalam
(2013) Berbasis Kinerja pengelolaan  keuangnnya

Melalui Kinerja setelah menggunakan
Keuangan vyang anggaran berbasis kinerja
Berbasis  Value

For Money di

Kabupaten/Kota

di Jawa Timur

9 Wahyu Analisis deskriptif Menunjukkan bahwa
Sapto Rini Anggaran dan perbandingan evaluasi
dan Geni Realisasi selama tiga tahun anggaran
Ruwanti Kegiatan yang ada menunjukkan
(2016) Keuangan Pada adanya ketidakstabilan

Dinas Pendidikan dalam pencapaian realisasi.
Provinsi Penyerapan anggaran yang
Kalimantan tidak dapat secara
Selatan maksimaljuga ddisebabkan
oleh adanya berbagai faktor
seperti tidak terlaksannya
kegiatan tingginya nilai
pagu anggaran dan
kurangnya koordinasi.

10 | Nisrinah Pengaruh Regresi Partisipasi penyusunan
Laila Partisipasi linear anggaran tidak
Qadriyanti Penyusunan berganda | berpengaruh terhadap
(2013) Anggaran Dan kinerja manajerial,

Akuntansi sedangkan akuntansi
Pertanggungjawa pertanggungjawaban
ban Terhadap berpengaruh terhadap

Kinerja Manajerial

kinerja manajerial
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11

Maarten de
Jong and
Iris van
Beek
(2012)

Introducing
Accountable
Budgeting

Lessons from a

Decade
Performance-

of

Based Budgeting

in
Netherlands

the

Analisis
berganda

Yang pertama dari
pelajaran ini adalah proses
politik seperti alokasi
anggaran oleh parlemen
tidak akan dirasionalisasi
dengan mengubah struktur
anggaran. Kedua,
mengakui bahwa anggaran
program tidak dapat
memenuhi harapan untuk
menjadi kebijakan
komprehensif yang berisi
semua informasi  yang
dianggap berguna oleh
setiap pemangku
kepentingan. Ketiga, ada
kebutuhan untuk informasi
keuangan yang lebih rinci
dalam dokumentasi
anggaran, meskipun tidak
ada pemangku kepentingan
yang terlibat dalam
mendukung  pengambilan
keputusan. Hasilnya, sekitar
50% dari semua indikator
kinerja menghilang dari
dokumen anggaran.Alasan
pergeseran  ini  adalah
kinerja informasi dalam
anggaran lama lebih untuk
melegitimasi pendanaan
dan kepatuhan daripada
dalam memberikan
wawasan yang berguna
untuk pengawasan.
Menggunakan informasi
kinerja untuk tujuan yang
terakhir tidak selalu terjadi
dalam siklus tahunan dan
lebih mungkin terjadi
setelah  evaluasi. Jadi,
pelajaran  dari  evaluasi
memperoleh tempat yang
lebih menonijol dalam
dokumen anggaran .
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12 Ruth Improving deskriptif | Menunjukkan bahwa terkait
Carlitz Tranparency dengan anggaran TAI mulai
and membuahkan hasil.
Accountability in prosedur  anggaran  di
the Bugget seluruh dunia telah dibuka
Process : An untuk partisipasi dan
Assesment  of pengawasan yang lebih
Recent besar. Meski masih
Initiatives terbatas, ada juga bukti
yang lebih besar
keterbukaan dalam proses
anggaran dapat berdampak
pada pengeluaran dan
pembangunan yang
berpihak pada penduduk
miskin. Penganggaran
partisipatif dan audit sosial
dapat memberikan hasil
yang baik. Tidak hanya
termasuk dalam pengalihan
dana alokasi publik, tetapi
juga memberikan akses
yang lebih besar sanitasi
publik, jalan beraspal, dan

hibah tanah.

13 Ronnie Budgeting and | deskriptif | Sementara fokus dari Better
Downes Performance in Regulation telah menilai
and the Europen dampak dari legislasi dan
Delphine Union : A inisiatif kebijakan, dan untuk
Moretti Review by the mengurangi “pita merah”
(2017) OECD in the yang dirasakan, inisiatif

Context of EU tersebut pada umumnya
Budget tidak dianggap relevan
Focused on untuk proses anggaran.
Results Dalam hal ini, praktik di

tingkat Uni Eropa tidak jauh
berbeda dengan di banyak
negara anggota OECD, di
mana proses pengaturan
(dengan fokus yang kuat

pada penilaian dampak
Regulasi atau RIA) dan
proses manajemen

pengeluaran (dengan fokus

perbandingannya pada
evaluasi) belum secara
tradisional terintegrasi
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dengan baik dalam
pembuatan kebijakan

secara keseluruhan.

14 Martin
Webber
and
Samantha
Treacy
(2014)

The Effectivines
of Personal
Budgets For
People with
Mental Helath
Problems : A
Systematic
Review

Deskriptif

Banyak evaluasi anggaran
pribadi memiliki risiko bias
yang tinggi, termasuk yang
oleh organisasi yang
dibebankan dengan
pengiriman dukungan yang
diarahkan sendiri di Inggris.
Contoh kesehatan mental di
dalam studi besar yang
termasuk dalam ulasan ini
cukup kecil, yang
berdampak pada ukuran
efek yang diperlukan untuk
menunjukkan  signifikansi
statistik, atau membesarkan
orang lain secara artifisial
bilas. Rekrutmen dalam
studi  ini  menunjukkan
bahwa beberapa peserta
kurang ‘'kompleks', yang
menyebabkan masalah
ekstrapolasi lebih lanjut.

Juga, periode follow-up
terpanjang di salah satu
studi adalah satu tahun
yang, dengan Kkesulitan
dalam pengaturan
anggaran pribadi,
menyebabkan banyak
peserta tidak menerima
anggaran mereka di tindak
lanjut. Dalam beberapa

Sumber : Hasil matriks dari penelitian empiris,2018
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E. Kerangka Konsep

Berdasarkan kajian teori yang telah dibahas, untuk mencapai hasil
yang optimal dalam perencanaan dan penganggaran yang baik maka perlu
dilakukan suatu pengendalian yaitu dengan melakukan evaluasi. Evaluasi
merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana
suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu
dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara
keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila
dibandingkan dengan harapan-harapan yang diperoleh.

Disini yang menjadi objek penelitian adalah pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Enrekang, yang dimana yang seperti kita ketahui masih lemahnya
kinerja terlihat dari pola penyerapan anggaran yang masih menumpuk diakhir
tahun  anggaran. Maka peneliti  melakukan  evaluasi laporan
pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan menggunakan metode
analisis yaitu analisis selisih, membandingkan antara anggaran yang telah di
rencanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dengan
realisasinya.Maka dari itu peneliti menuangkan kedalam kerangka pikir

penelitian seperti dibawah ini:
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DINAS KESEHATAN KAB.
ENREKANG

A 4
Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban

[/1[\1

[ Hasil ]

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

F. HIPOTESIS
Hipotesis merupakan jawaban sementara dalam suatu penelitian,maka
dari itu dengan melihat masalah diatas dirumuskan hipotesis : Diduga bahwa
dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan anggaran yang telah

ditetapkan



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitiankuantiatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data dalam bentuk
angka dan dapat dihitung. Data kuantitatif yang dimaksud adalah berupa

laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan dalam

jangka waktu dua bulan, mulai bulan April-Mei 2018.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Definisi Operasional variabel adalah pengertian variabel (yang di ungkap
dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara
nyata dan lingkup objek penelitian. Evaluasi sebagai proses menilai sesuatu
yang didasrkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang
selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang
dievaluasi. Laporan pertanggungjawaban adalah suatu dokumen tertulis yang
disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan
dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau
sederajat. Anggaran adalah suatu alat bantu perencanaan dan pengawasan

operasi keuntungan dalam suatu perusahaan. Pengukuran yang digunakan
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dengan skala perbandingan yaitu membandingkan laporan keuangan tahun

2016 dan 2017.

. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,
data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa informasi atau data angka
serta dokumen dan laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang

pada periode tahun 2016 - 2017.

. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan
menggunakan metode dokumen. Metode dokumen adalah metode
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah atau mempelajari
catatan-catatan atau dokumen perusahaan sesuai dengan data yang
diperlukan. Data yang berasal dari laporan keuangan Dinas Kesehatan
Kabupaten Enrekang tahun 2016-2017 yang menjadi objek penelitian dalam

penelitian ini.

. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis deskriptif yang menggambarkan mengenai hasil dari evaluasi laporan
pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Enrekang. Kemudian analisis selanjutnya adalah Analisis Selisih,
model ini bertujuan untuk membandingkan antara realisasi dan anggaran

pada suatu periode tertentu untuk mengetahui besar kecilnya selisih yang
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terjadi. Dari model analisis ini dapat dilakukan analisis lebih lanjut mengenai
faktor-faktor penyebab selisih tersebut. Analisis selisih ini menunjukkan :

a. Data absolutatau jumlah dalam rupiah

b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah

c. Kenaikan atau penurunan dalam prosentase

d. Sifat dari selisih yang terjadi (favorable/unfavorable)
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BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang
Berdasarkan catatan dokumen kegiatan, belum diketahui secara pasti
kapan berdirinya Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. Namun diperkirakan
berdiri sejak tahun 1975. Pada saat itu, Dinas Kesehatan Kabupaten
Enrekang dipimpin oleh dr.Gasper. Pada awal berdirinya keadaan sumber
daya Dinas Kesehatan Enrekang masih sangat terbatas, baik dari segi
anggaran yang tidak memadai, minimnya sarana, pelayanan kesehatan yang

belum memadai termasuk teknologi kedokteran yang belum maju.

B. Visi & Misi Dinas Kesehatan Enrekang
a. Visi
Dari hasil musyawarah semua staf/petugas kesehatan Dinas
Kesehatan dalam menetapkan visi Dinas Kesehatan Kabupaten
Enrekang, maka ditetapkan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang
adalah “Terwujudnya Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat
Menuju Enrekang Maju Aman Sejahtera”
b. Misi
1. Memberdayakan Masyarakat Agar Mandiri Untuk Hidup Sehat
2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Merata,
Terjangkau dan Berkesinambungan
3. Meningkatkan Upaya Pengendalian Penyakit dan Masalah

Kesehatan
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4. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Lanjut Usia dan

Gizi Masyarakat

C. Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang merupakan wadah
bagi penyelenggara tugas dan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Enrekang, maka
Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai 5 (lima) Bagian
atau Bidang dan 12 (dua belas) Seksi.

Bertolak dari jumlah dan jenis kewenangan aparat petugas kesehatan
yang dijabarkan dalam bentuk tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan
publik, maka dapat digambarkan sesuai bidang tugas dan fungsinya :

a. Sekretariat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum
dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian keuangan serta perencanaan
Dinas Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu :

i. Sub Bagian Perencanaan
ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
iii. Sub Bagian Keuangan

b. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina dan
mengkordinir Kepala — Kepala Seksi dilingkup Bidang Pelayanan
Kesehatan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan
pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu :

i. Seksi Yankes Dasar dan Rujukan

ii. Seksi Yankes Khusus
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iii. Seksi Yankes Farmasi, Makanan, Minuman dan Alkes

c. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

mempunyai tugas membina dan mengkordinir Kepala-Kepala Seksi
dilingkup Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya
dibantu :

i. Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra

ii. Seksi Penanggulangan Penyakit

iii. Seksi Penyehatan Lingkungan
. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok
melaksanakan pembinaan kesehatan keluarga Gizi dan Usia Lanjut dalam
pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu :

i. Seksi Kesehatan Keluarga

ii. Seksi Gizi Masyarakat

iii. Seksi Kesehatan Usia Lanjut
. Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai
tugas membina dan mengkordinir Kepala- Kepala Seksi dilingkup Bidang
Promosi Kesehatan serta menyelenggarakan pembinaan dan

pengembangan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.



JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Kepala Dinas Kesehatan

Sutrisno, AMG., SE
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Sekertaris

Sutrisno, Amg., SE

Kasubag Perencanaan

Hi. Suriani K. S.Sos

Kasubag Kepegawaian

Asmawati

Kabid Pencegahan
Penyakit

Bachtiar. SKM

KASI Pencegahan
Penyakit Jiwa

Muharsin. SKM

Kabid Kesehatan
Masyarakat

Hadariah S.ST

Kabid Pelayanan &
SDK

Syahril P. SKM

KASI Kesehatan
Lingkungan & Olahraga

Arsan. SKM

KASI Pembiayaan &
SDM Kesehatan

Suharny. SKM

KASI Pencegahan
Penyakit Menular

Supriadi

KASI Kesehatan Keluarga
& Gizi

Adriani. SKM

KASI Kefarmasian Alat
Kesehatan & PKRT

Faidah, S.Si. Apt
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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Enrekang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untk pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD),dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
akuntansi pemerintah.

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan suatu negara akan sangat
bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara
yang bersangkutan. Negara Indonesia telah menerapkan standar akuntansi
pemerintahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Meskipun seperangkat perundang-undangan dan peraturan mengenai
pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan
negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan
uang publik. Penerapan sistem keuangan pada prakteknya tidak terlepas dari
persepsi, wawasan, dan profesionalisme dari aparatur pemerintahannya itu
sendiri. Hal ini berimplikasi terhadap kualitas laporan keuangan setiap satuan
kerja pemerintah.

Hal ini dapat dilihat dari Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi

Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten
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Enrekang yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian selama 2
tahun berturut-turut dari tahun 2016-2017, alasan memberikan pendapat
tersebut dikarenakan terdapat temuan mengenai permasalahan yang
merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan
ternadap peraturan perundang-undangan, termasuk tidak sesuainya
pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sesuai yang dilansir oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan tentang
hasil pemeriksaan laporan keuangan bahwa hal-hal yang menjadi temuan
BPK RI di Kabupaten Enrekang diantaranya mengenai piutang lainnya, aset,
penyajian utang jangka pendek, penerimaan dan penggunanan retribusi
pelayanan kesehatan. Hal ini menggambarkan ada yang salah atau kurang
efektif dalam penerapan standar akuntansi pemerintah yang seharusnya
menjadi acuan atau dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
2. Penyajian Data Realisasi Anggaran Pada Dinas Kesehatan Enrekang

Program penyusunan anggaran pada instansi biasanya diikuti dengan
laporan yang sistematis dan terperinci tentang realisasi pelaksanaan
penggunaan anggaran beserta analisa dan evaluasi selama periode waktu
yang akan datang seperti halnya anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Enrekang yang harus dilaporkan. Penggunaan anggaran menunjukkan
analisa perbandingan antara yang tercantum dalam anggaran realisasi
pelaksanaan dengan yang tercantum dalam catatan akuntansi. Oleh karena
itu analisasi dan evaluasi sangat penting bagi penyusunan kebijakan
selanjutnya untuk menghadapi periode-periode berikutnya.

Setelah diadakan penelitian mengenai fenomena permasalahan yang

terjadi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yaitu adanya ketimpangan
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antara anggaran dengan realisasinya, anggaran pada tahun 2016 — 2017
tidak dapat mencapai target yang direncanakan. Berikut ini merupakan data
laporan realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang tahun
2016 — 2017 :

Tabel 5.1 Jumlah anggaran dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan

Kabupaten Enrekang pada tahun 2016

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase
TW | 63.148.920.220 1.415.697.352 2,24%
TWII 65.668.227.220 9.420.357.132 14,34%
TW I 65.668.227.220 20.417.643.177 32 %
TW IV 66.135.912.239 55.696.933.693 84,2%
Jumlah 260.621.286.899 86.950.631.354 34 %

Tabel 5.2 Jumlah anggaran dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan

Kabupaten Enrekang pada tahun 2017

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
TW | 45.534.196.312 1.064.091.600 2,33 %
TW I 45.534.196.312 8.154.241.796 18 %
TW I 45.534.196.312 10.260.806.329 23%
TW IV 45.534.196.312 39.777.081.661 87,3 %
Jumlah | 182.136.785.248 | 59.256.221.386 33 %

Hasil penelitian pada tahap akhir adalah melakukan perbandingan
hasil pengukuran berdasarkan pendekatan penelitian yang terjadi dalam
pelaksanaan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang
selama 2 tahun anggaran yang telah terjadi. Dimana dari kedua tahun
anggaran yang dilakukan untuk pengukuran anggaran yang ada terhadap

realisasi yang dilakukan sebagai berikut :
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a. Realisasi Anggaran tahun 2016

Hasil analisis yang terjadi pada tahun 2016 pada triwulan | menunjukkan
jumlah anggaran sebesar Rp. 63.148.920.220 dengan realisasi Rp.
1.415.697.352 atau sebesar 2,24% dengan rincian : Belanja Langsung
Program Pelayanan Administrasi 23%; Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 24%; Program Sinkronisasi
Perencanaan dan Penganggaran Skpd 67%. Pada triwulan Il menunjukkan
jumlah anggaran sebesar Rp. 65.668.227.220 dengan realisasi Rp.
9.420.357.132 atau sebesar 14,34% dengan rincian : Belanja Langsung
Program Pelayanan Administrasi 48,5%; Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 19%; Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 22,2 %; Program Sinkronisasi Perencanaan
dan Penganggaran Skpd 67%; Program Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan 50%; Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7% ; Program
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 12%. Pada triwulan IlI
menunjukkan anggaran sebesar Rp. 65.668.227.220 dengan realisasi Rp.
20.417.643.177 atau sebesar 32% dengan rincian : Belanja Langsung
Program Pelayanan Administrasi 67%; Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 45,1%; Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 44,4%; Program Sinkronisasi Perencanaan
dan Penganggaran Skpd 67%; Program Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan 99,8%; Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6,97%; Program
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 31,1%. Pada triwulan IV
menunjukkan anggaran sebesar Rp. 66.135.912.239 dengan realisasi Rp.

55.696.933.693 atau sebesar 87,34% dengan rincian : Belanja Langsung
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Program Pelayanan Adminstrasi 97,73%; Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 97,29%; Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 99,71%; Program Sinkronisasi Perencanaan
dan Penganggaran Skpd 100%; Program Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan 99,86%; Program Upaya Kesehatan Masyarakat 86%; Program
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 94,87%.
b. Realisasi Anggaran tahun 2017

Hasil analisis yang terjadi pada tahun 2017 pada triwulan |
menunjukkan jumlah anggaran sebesar Rp. 45.534.196.312 dengan realisasi
sebesar Rp. 1.064.091.600 atau sebesar 2,33 % dengan rincian : Belanja
Langsung Program Pelayanan Administrasi 18,3%; Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Apratur 11,54%; Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan 44,4%. Pada triwulan |l menunjukan anggaran sebesar Rp.
45.534.196.312 dengan realisasi sebesar Rp. 8.154.241.796 atau sebesar
18% dengan rincian : Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 41,8%; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26,14%; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 72,5%;
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 12,8%; Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 50%; Program
Upaya Kesehatan Masyarakat 10,6%; Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 19,8%. Pada Triwulan Il menunjukkan anggaran
sebesar Rp. 45.534.196.312 dengan realisasi sebesar Rp. 10.260.806.329
atau sebesar 23% dengan rincian : Belanja Langsung Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 45%; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 26%; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
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72,5%; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 12,8%; Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
88,8%; Program Upaya Kesehatan Masyarakat 27%; Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 24%. Pada triwulan IV
menunjukkan anggaran sebesar Rp. 45.534.196.312 dengan realisasi sebesar
Rp. 39.777.081.661 atau sebesar 87,3% dengan rincian : Belanja Langsung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98,9%; Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur 99%, Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 99%; Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 98,5%; Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan 44,4%; Program Upaya Kesehatan Masyarakat 94%;

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 99,9%.

. Pembahasan

Anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dari
tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2017 mengalami
penurunan. Tahun anggaran 2016 anggaran belanja sebesar Rp.
260.621.286.899, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp.
182.136.785.248. Dengan besarnya jumlah anggaran pada dua tahun
tersebut tidak diimbangi dengan naiknya realisasi. Adanya penyerapan
anggaran yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal juga disebabkan
oleh adanya berbagai alasan sehingga berpengaruh terhadap kualitas belanja
pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal pada setiap kegiatan

sehingga menyebabkan kegiatan tidak terlaksana, tingginya nilai pagu
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anggaran juga merupakan penyebab tidak terealisasinya anggaran secara
maksimal, serta kurangnya perencanaan yang matang dalam setiap kegiatan.
A. Program Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2016
Ada beberapa kegiatan yang penyerapan dananya kurang dari 50%,
tingginya nilai pagu anggaran dan perencanaan yang kurang matang
diantaranya :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada triwulan | dan triwulan Il, sub bagian pengelolaan
administrasi keuangan dan perkantoran, belanja barang dan jasa
dengan anggaran sebesar Rp. 2.650.000.017 hanya terealisasi sebesar
Rp. 642.000.000 dan Rp. 1.298.839.500 atau sebesar 24,2% dan 49%
dikarenakan terlalu tingginya menaruh nilai pagu untuk belanja barang
dan jasa pada bagian pengelolaan administrasi keuangan dan
perkantoran sehingga menyebabkan realisasi tidak dapat terserap
secara maksimal.

Pada sub bagian penyediaan jasa komunikasi sumber daya air
dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000, pada triwulan |
hanya terealisasi sebesar Rp. 34.198.488 atau 18,9%, pada triwulan Il
terealisasi sebesar Rp. 56.881.691 atau 31,6%, dan pada triwulan Il
terealisasi sebesar Rp. 85.776.738 atau 47,6% dikarenakan terlalu tinggi
menaruh nilai pagu sehingga pelaksanaan realisasinya kurang
maksimal. Realisasi untuk biaya air dan listrik hanya bisa dilakukan
setelah pemakaian sehingga tidak bisa ditentukan seberapa besar

anggaran yang dapat direalisasikan.
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2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pada triwulan |, sub bagian pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar
Rp. 40.000.000 tidak dapat terealisasi dikarenakan kurangnya
koordinasi sehingga tidak dapat dillaksanakan. Pada triwulan Il
penyerapan dananya juga kurang dari 50% dimana hanya terealisasi
sebesar Rp. 11.330.000 atau sebesar 28% ini dikarenakan besarnya
pagu anggaran sehingga realisasinya tidak dapat dilaksanakan secara
maksimal. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional juga
kurang maksimal penyerapannya dikarenakan kurangnya pengawasan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada pihak pelaksana
kegiatan.
3. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Anggaran sebesar Rp. 6.551.385.000, pada triwulan | hanya
terealisasi sebesar Rp. 576.497.673 atau 8,7%, pada triwulan ke Il
terealisasi sebesar Rp. 2.045.311.824 atau 31,2% dan pada triwulan 1lI
terealisasi sebesar Rp. 2.722.426.692 atau sebesar 41,5 %. Ini
dikarenakan tidak dilakukannya proses perencanaan pengadaan obat
sebelum melaksanakan kegiatan sehingga dana yang disiapkan tidak
direalisasikan secara maksimal.
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Anggaran sebesar Rp. 8.368.704.900, pada triwulan | tidak dapat
terealisasi, pada triwulan |l terealisasi sebesar Rp. 1.002.132.000 atau
11,9% dan pada triwulan ketiga terealisasi sebesar Rp. 2.603.940.800

atau 31,11% ini dikarenakan besarnya nilai pagu anggaran sehingga
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resalisasinya kurang maksimal dan metode promosi kesehatan yang
diterapkan kurang efektif.
B. Program Dinas Kesehatan Tahun 2017
Ada beberapa kegiatan yang penyerapan dananya kurang dari 50%,
tingginya nilai pagu anggaran dan perencanaan yang kurang matang
diantaranya :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pada triwulan | dan triwulan II, sub bagian pengelolaan
administrasi keuangan dan perkantoran, belanja barang dan jasa
dengan anggaran sebesar Rp. 5.355.816.200 hanya terealisasi sebesar
Rp. 980.350.000 dan Rp. 2.240.779.889 atau sebesar 18,3% dan 41,8%
dikarenakan terlalu tingginya menaruh nilai pagu untuk belanja barang
dan jasa pada bagian pengelolaan administrasi keuangan dan
perkantoran sehingga menyebabkan realisasi tidak dapat terserap
secara maksimal. Pada sub bagian penyediaan jasa komunikasi sumber
daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp.262.600.000, pada
triwulan | tidak adanya dana yang terealisasi pada triwulan |l terealisasi
sebesar Rp. 51.129.718 atau 19,4%, dikarenakan terlalu tinggi menaruh
nilai pagu sehingga pelaksanaan realisasinya kurang maksimal.
Realisasi untuk biaya air dan listrik hanya bisa dilakukan setelah
pemakaian sehingga tidak bisa ditentukan seberapa besar anggaran
yang dapat direalisasikan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pada triwulan |, sub bagian pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar
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Rp. 150.000.000 tidak dapat terealisasi dikarenakan kurangnya
koordinasi sehingga tidak dapat dillaksanakan pada tahun anggaran ini
dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Pada triwulan
Il dan triwulan Il penyerapan dananya juga kurang dari 50% dimana
hanya terealisasi sebesar Rp. 30.000.000 atau sebesar 2% ini
dikarenakan besarnya pagu anggaran sehingga realisasinya tidak dapat
dilaksanakan secara maksimal. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional juga kurang maksimal penyerapannya dikarenakan
kurangnya pengawasan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
kepada pihak pelaksana kegiatan.

Pada sub bagian pemeliharaan rutin berkala gedunng kantor
anggarannya sebesar Rp. 100.000.000, penyerapan dananya masing-
masing pada triwulan | — triwulan |l sebesar Rp. 41.616.000 atau
sebesar 41,4%. Hal ini disebabkan besarnya pagu anggaran dan
kurangnya petugas pelaksana kegiatan sehingga realisasinya tidak
dapat secara maksimal dilaksanakan.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Anggaran sebesar Rp.9.072.511.900, pada triwulan | tidak dapat
terealisasi, pada triwulan |l terealisasi sebesar Rp. 1.800.184.440 atau
19,8% dan pada triwulan Il terealisasi sebesar Rp. 2.195.348.464 atau
24,19% ini dikarenakan besarnya nilai pagu anggaran sehingga
resalisasinya kurang maksimal dan metode promosi kesehatan yang

diterapkan kurang efektif.
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4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Anggaran sebesar Rp. 190.000.000, pada triwulan | tidak adanya
realisasi anggaran, pada triwulan Il dan triwulan ke Il terealisasi
sebesar Rp. 14.600.000 dan Rp.31.500.000 atau sebesar 7,6% dan
16,5%. Ini dikarenakan tingginya pagu anggaran, kurangnya koordinasi
dan kurangnya partisipasi masyarakat sehingga realisasinya kurang
maksimal.

C. Hasil Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, dimana
pengukuran realisasi anggaran merupakan suatu penilaian yang telah
ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga
jika sebuah organisasi dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang telah melaksanakan kegiatan dan realisasi kegiatannya akan
menjadi evaluasi dan pembahasan dalam setiap hasil akhir yang harus
dicapai oleh setiap SKPD terkait.

Masalah yang ada pada tahun anggaran 2016 dan 2017 tidak
terlaksananya kegiatan, nilai pagu anggaran yang terlalu besar,
perencanaan yang kurang matang menjadi faktor tidak terealisasinya
anggaran secara maksimal. Pada beberapa program Dinas Kesehatan
Kabupaten Enrekang seperti pelayanan administrasi perkantoran,
peningkatan sarana dan prasaran aparatur, program perbaikan gizi
masyarakat, program promosi kesehatan anggaran selama dua tahun
meningkat namun tidak diimbangi dengan kenaikan realisasinya.
Penyerapan anggaran pada triwulan | sampai triwulan Il cenderung rendah

dan tidak merata. Rendahnya penyerapan anggaran diawal tahun
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anggaran akan memicu tingginya penyerapan diakhir tahun anggaran, hal
ini menunjukkan bahwa terjadi penumpukan realisasi anggaran di triwulan
ke IV. Besarnya anggaran, kurangnya koordinasi antara Pejabat Pelaksana
Teknis dengan pelaksana kegiatan menyebabkan kurang maksimalnya
pencapaian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Wahyu Septo Rini dan Gemi Ruwanti (2016) dengan judul Analisis
Anggaran Dan Realisasi Kegiatan Keuangan Pada Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
perbandingan evaluasi selama tiga tahun anggaran yang ada menunjukkan
adanya ketidakstabilan dalam pencapaian realisasi. Penyerapan anggaran
yang tidak dapat secara maksimaljuga ddisebabkan oleh adanya berbagai
faktor seperti tidak terlaksannya kegiatan tingginya nilai pagu anggaran dan

kurangnya koordinasi.

D. Flowchart laporan pertanggungjawaban FKTP Non-BLUD

1. Penganggaran

Kepala FKTP Rencana Kepala SKPD
Pendapatan dan
Belanja Dana

* Kapitasi JKN Tahun
@ Berjalaan @ @

DPA- SKPD @ RKA-SKPD
4—

A

A
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2. Pelaksanaan dan penatausahaan

BPJS
Kesehatan

@

Dana kapitasi JKN
disalurkan setiap
bulan ke rekening
yang ditetapkan
dengan keputusan
KDH

Bendahara Dana Kapitasi JKN
ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah

A

o}

©,

Bukti-bukti pendapatan vy

dan belanja dana kapitasii Buku KAS

oW

Kepala SKPD Dinkes

O,

Laporan Setiap <« Kepala FKTP
tanggal 10 bulan

berikutnya

©

SP3B

PPKD

SP2B Pembukuan atas

pendapatan dan

belanja

3. Pertanggungjawaban

O,

O,

Kepala SKPD

Dinkes

Laporan realisaasi Laporan Keuangan
pendapatan belanja » SKPD
Dana Kapitasi JKN
Laporan
< PPKD
Keuangan Pemda

Gambar 5.1

Flowchart pertanggungjawaban FKTP Non-BLUD
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Penjelasan flowchart pertanggungjawaban pada gambar 5.1 :

1. Penganggaran

a.

Kepala FKTP membuat rencana pendapatan dan belanja JKN
tahun berjalan

Setelah selesai rencana pendapatan dan belanja JKN tersebut
diserahkan kepada kepala SKPD

Dari Kepala SKPD kemudian disusunlah Rencana Kerja Anggaran
(RKA-SKPD)

Setelah itu dibuatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-

SKPD)

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

a.

Berkas dari BPJS Kesehatan yaitu berupa dana kapitasi JKN
disalurkan setiap bulan ke rekening yang ditetapkan dengan

keputusan KDH

. Bendahara Dana Kapitasi JKN ditentukan oleh keputusan kepala

daerah
Dibuatkan buku kas, dari bukti-bukti pendapatan dan belanja dana

kapitasi dan dilaporkan setiap tanggal 5 bulan berikutnya

. Setelah itu dilaporkan ke Kepala FKTP

Dari FKTP laporan tersebut dilaporkan setiap tanggal 10 bulan
berikutnya

Setelah itu diserahkan ke Kepala SKPD Dinas Kesehatan

. Dari Kepala Dinkes dibuatkan Surat Perintah Pengesahan

Pendapatan dan Belanja (SP3B)
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h. Kemudian diserahkan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan
Daerah (PPKD) dan dibuatkan Surat Pengesahan Pendapatan
dan Belanja (SP2B)

i. Dan dibuatkan pembukuan atas pendapatan dan belanja

3. Pertaanggungjawaban

a. Dari Kepala SKPD Dinas Kesehatan, dibuat laporan realisasi
pendapatan belanja Dana Kapitasi JKN

b. Kemudian dibuatkan laporan keuangan untuk SKPD

c. Lalu diserahkan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah
(PPKD)

d. Dan dimasukkan ke laporan keuangan Pemda



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Pengukuran penilaian terhadap realisasi anggaran pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Enrekang seberapa besar tingkat kemajuan
realisasi anggaran dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran yang
ada selama dua tahun anggaran yang telah dilaksanakan namun
dirasakan masih kurang mencapai hasil yang maksimal. Perbandingan
evaluasi selama dua tahun realisasi anggaran yang ada menunjukkan
adanya ketidakstabilan dalam pencapaian realisasi.

Hasil evaluasi yang tidak maksimal terjadi pada beberapa program Dinas
Kesehatan Kabupaten Enrekang seperti pelayanan administrasi
perkantoran, peningkatan sarana dan prasaran aparatur, program
perbaikan gizi masyarakat, program promosi kesehatan anggaran
selama dua tahun meningkat namun tidak diimbangi dengan kenaikan
realisasinya.

Rendahnya penyerapan anggaran diawal tahun anggaran akan memicu
tingginya penyerapan diakhir tahun anggaran. Penyerapan anggaran
yang tidak dapat secara maksimal juga disebabkan oleh adanya berbagai
faktor seperti tidak terlaksannya kegiatan,tingginya nilai pagu anggaran
dan kurangnya koordinasi.

Hipotesis ditolak disebabkan dari pernyataan hipotesis anggaran sudah
sesuai dengan realisasi tetapi setelah dilakukan penelitian masih banyak

penyerapan anggaran yang kurang maksimal atau tidak mencapai target.
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B. SARAN

1.

Penelitian ini kiranya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan
masukan dalam pelaksanaan perencanaan anggaran dan realisasi
anggaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran yang akan datan
agar lebih memperhatikan nilai realisasi anggaran yang dilakukan dan
penganggaran Yyang tepat sehingga pelaksanaan realisasi dapat
terlaksana secara maksimal.

Bagi pejabat pembuat anggaran agar dapat lebih teliti lagi pada saat
menetapkan anggaran belanja terutama anggaran belanja barang dan
jasa pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran sehingga sisa
anggaran tidak terlalu besar

Bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar lebih aktif dalam
mengkoordinir kegiatannya sehingga tidak terjadi lagi kurangnya

koordinasi kepada pelaksana kegiatan.
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